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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

SALINAN 

 
 
 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 293 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 253 TAHUN 2023 TENTANG TIM 

PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

Menimbang : 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Pencabutan Keputusan Kepala   

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 253 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Penetapan 

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 0594/UKPBJ/LKPP/IX/2024 tentang 

Perubahan Tim Kerja Di Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 
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MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN 

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 253 TAHUN 2023 

TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH. 

KESATU : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 253 Tahun 2023 Tentang 

Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112); 
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 
 

Ditetapkan di Jakarta   

pada tanggal 11 Desember 2024 

    KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH, 

 

              ttd 

 

 

    HENDRAR PRIHADI 

 

 

       Salinan sesuai dengan aslinya  

Plt.  Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  

       Sumber Daya Manusia LKPP,  

        

 

        

       Rinaldi Morintoh  
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